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ABSTRAK 

 

Suirwan. 201620251006. Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi 

yang Dilakukan oleh Korporasi 

 

Tujuan Penulis adalah untuk mengetahui bagaimana PERJA dan PERMA dapat 

mengisi kekosongan hukum acara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh 

korporasi sehingga menjadi dasar pertimbangan hukum penyidik dan majelis hakim 

tindak pidana korupsi serta untuk mengetahui jenis pemidanaan dan 

pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi sesuai 

UU PTPK apakah telah tepat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis 

normatif dengan karakteristik deskriptif yang bersumber pada data sekunder. Data 

sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tertier 

yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Data disusun dalam bentuk uraian 

kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data ditafsirkan dan didiskusikan 

berdasarkan teori-teori (doktrin) dan asas-asas serta peraturan hukum yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian menujukkan bahwa hukum acara 

pidana yang diterapkan dalam PERMA dan PERJA disusun sehubungan adanya 

keprihatinan belum optimalnya pengenaan pidana bagi pelaku/ subyek hukum 

korporasi karena KUHP dan KUHAP tidak mengatur secara khusus pemidanaan 

terhadap korporasi.  PERMA dan PERJA sebagai hukum positif yang berlaku dan 

mempunyai kekuatan hukum mengikat di Indonesia karena dibentuk berdasarkan 

kewenangan yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2011 

kepada Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung sebagai lembaga tinggi pada 

lingkungan peradilan dalam rangka mengisi kekosongan hukum dan 

mengefektifkan penegakan hukum di Indonesia. Pemidanaan korporasi yang 

melakukan tindak pidana korupsi telah cukup tegas diatur dalam dalam UUPTPK. 

Hal ini terlihat dari diterapkannya pengaturan formulasi istilah korporasi, 

pengaturan mengenai tindak pidana, hukum acara pidana, jenis pidana bagi 

korporasi dan hak negara menggugat secara perdata. Namun untuk penerapan 

pidana pokok berupa denda tidak efektif menjerat dan memberi efek jera bagi 

korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dan penerapan pidana tambahan 

berupa penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) 

tahun, menurut pandangan penulis tentunya tidak bisa dituntut atau diputuskan 

secara gegabah, mengingat dampaknya bagi karyawan, Pemerintah dan 

perekonomian nasional. Pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dalam 

UUPTPK pada prinsipnya telah memenuhi ajaran identifikasi (doctrine of 

identification) dan ajaran agregrasi (doctrine of aggregration) telah nyata pada Pasal 

20 ayat (2), PERMA dan PERJA telah memenuhi ajaran identifikasi dan corporate 

cultural model, sedangkan Rancangan KUHP Tahun 2015 telah mengakomodir 

ajaran vicarious dan strict liability. 

 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pidana Korporasi, Tindak Pidana 

Korupsi, Tipikor, Korporasi 
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ABSTRACT 

Suirwan. 201620251006. Analysis of Corruption Crime Acts Conducted by 

Corporations  

The purpose of the author is to know how PERJA and PERMA can fill the void of 

corruption criminal act event conducted by the corporation so that become the basis 

of legal consideration of investigator and judges of corruption crime as well as to 

know the type of punishment and accountability of corruption acts committed by 

corporation pursuant to AntiCorruption Acts is it right. This type of research is a 

normative juridical legal research with descriptive characteristics derived from 

secondary data. Secondary data includes primary legal materials, secondary legal 

materials and tertiary materials collected by means of literature studies. The data 

are arranged in the form of descriptions and then analyzed qualitatively, meaning 

the data is interpreted and discussed based on theories (doctrines) and the 

principles and rules of law relating to the subject matter. The results showed that 

the criminal procedural law applied in PERMA and PERJA was prepared in 

relation to the lack of optimality of imposition of criminal for the perpetrator/ 

subject of corporate law because the KUHP dan KUHAP do not specifically 

regulate the punishment against the corporation. PERMA and PERJA as a positive 

law in force and have binding legal force in Indonesia because it was formed based 

on the authority granted by the UUD-1945 and UU No. 12 Year 2011 to the MA 

(Supreme Court) and Kejaksaan Agung (Attorney General’s Office) as a high 

institution in the judicial environment in order to fill the legal vacuum and make 

effective law enforcement in Indonesia. Criminalization of corporations that commit 

corruption have been firmly stipulated in the AntiCorruption Acts. This is evident 

from the application of the formulation of corporate terminology, the regulation of 

criminal offenses, criminal procedure law, the criminal type for the corporation and 

the right of the state to sue in private. However, for the application of the principal 

penalty in the form of an ineffective penalty to ensnare and give a deterrent effect to 

corporations that commit criminal corruption and the application of additional 

criminal in the form of closure of business or some company for a maximum period 

of 1 (one) year, according to the author's view certainly can not be prosecuted or 

decided recklessly, given its impact on employees, the Government and the national 

economy. Criminal liability to corporations in AntiCorruption Acts in principle has 

fulfilled doctrine of identification and doctrine of aggregration has been evident in 

Article 20 paragraph (2), PERMA and PERJA has fulfilled the doctrine of 

identification and corporate cultural model, while the Draft KUHP-2015 has 

accommodated doctrine of vicarious and strict liability.  

Keywords: Criminal Liability, Corporate Crime, Corruption, Corporation  
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